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                                                                   BAB I
A. LATAR BELAKANG
Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,bernegara. Dalam rangka menjamin perlindunagn dan pemenuhan hak penyandang disabilitas  di daerah, pemerintah daerah perlu Menyusun ranperda tentang pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sehubungan dengan hal tersebut, bagian hukum melaksanakan pemantauan dan peninjauan undang-undang serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan guna memastikan ranperda yang disusun selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
2. Undang-Undang Nomoe 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyanadang disabilitas.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan ini disusun dengan maksud untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap materi muatan ranperda pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas  agar sesuai dengan kewenangan dan prinsip penghormatan hak asasi manusia.
                                                                 BAB II
                                     OBJEK PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
          Objek pemantauan dan peninjauan dalam laporan ini adalah Rancangan peraturan daerah tentang pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang mengatur kebijakan program dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam menjamin aksessibilitas dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

                                                              BAB III
                             HASIL PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN EVALUASI
A. Kesesuaian  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Berdasarkan hasil pemantauan dan peninjauan, materi muatan dalam rancangan peraturan daerah ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
B. Kesesuaian substansi
Ranperda ini telah memuat pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas, kewajiban pemerintah daerah peran masyarakat serta pengaturan aksessibilitas dibidang Pendidikan Kesehatan ketenagakerjaan, dan pelayanan publik.
C. Evaluasi Teknis
Secara teknis, ranperda ini telah memenuhi asas keadilan, kesetaraan dan non diskriminasi namun diperlukan penguatan mekanisme  koordinasi lintas perangkat daerah dalam implementasinya.

                                                   BAB IV 
                              KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Ranperda tentang Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.
B. REKOMENDASI
1. Menyempurnakan pembagian kewenangan antar perangkat daerah terkait;
2. Melanjutkan proses penetapan ranperda sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan daerah.
BAB V
                                      PENUTUP
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan hukum daerah dan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penetapan rancangan peraturan daerah.


                                                                                       

                                                                                          


